
BUPATI PATI
PERATIJRAN BTIPATI PATI

NOMOR 13 TAHL]N 2OO5

TENTANG

FERI]BAHAN KEDUA KEPUTUSAN BIJPATI PATI

TANGGAL 21 JULI2OO4 NOMOR 16 TAHUN 2004.

TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, OPERASIONAL,

PEMELIHARAAN, PENGADAAN DA].{ HONORARIIIM TAHLIN 2OO5

BTIPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban perencanaan dan pelaksanairn kegiatan

ffiaupun belan$a rutin pengadaan barang di lingkungan pemerintah

Kabupaten Pati dan karena adanya penatnbahan ketentuan tentang

Honorariurn untuk staf Alili daa lJang Representasi untuk pejabat Negara,

maka Keputusan Bupati Pati tanggal21 Juli 2004 Nomor 16 Tahun 2004

Ieniang standarisasi Biaya Kegratarq operasional, pemeliharaarL

Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005 dan Peraturan Bupati pati tanggal

3 hdaret ?005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan

Bupati Pati tanggal 2L Juli 2004 Nomor 16 Tatrun 2004 tentang

standarisasi Biaya Kegiata4 operasional, Pemeliharaan" pengadaan dan

Honorarium Tatrun 2005, perlu ditinjau kembali ;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimal*sud huruf 4 rnaka

perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;

1. Lindang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaton Dalam Lingkungan Fropinsi Jawa Tengah ;

2" Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3" undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa& Negara ;

4. undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenfukan Peraturan

Fenmdang-undangan ;

5. Undang-Undang Ncmar 32 Tahrm 2S04 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pernsrkrtah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;



V. Peraturan Pemerintah Nomar 25 Tahun ?S00 tentang Kewenangan

Pernerintah dan Kewenangffr Prcpinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Feraturan Pefterintdl Nomcr 1$5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;

9. Perahxan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Psrwakilan

R"akyat Daerah ;

10" Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaafl Pengadaan BaranglJasa Pemerintah ;

11,. Keputusan Presideir Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 te,lrtang

Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Ncmor 80 Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah ;

12. Keputusan L{enteri Keuangan Republik Indoassia Nomor 7/KMK.02I?003

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;

1"3. Keputrisan lVlenteri Dalam Negeri Nomor 15? Tahun 2004 tenfang

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;

14. Perahran Daerah Kabupaten Pati l*{omor 7 Tahun 2002 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli ?004 Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Standarisasi Biaya Kegiatan, Operasionai, Pemcliharaan, Pengadaan dan

Honorarium Tahun 2005 ;

16. Peraturan Bupaii Pati tanggal 3 Maret 2005 Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati tanggal 21 Juli 20S4 Ncmar 16

Tahun 2AC,4 tentang Standarisasi Biaya Kogratan, Operasional,

Pemeliharaan, Purgadaaa dan Honorarium Tahun 2005;

IV{EMUTUSKAN:

h{enetapkan : PERATI-IRAN BI-IPATI PATI TENTANG PERTIBA}IAN KEDUA

KEPUTUSAN BTIPATI PATI TANGGAL 21 JI]LI 2OO4 NOMOR 16

TAHTIN 2OO4 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,

OPER{SIONAL, PEMELIHARAAN, PENGADAAhI DAN HONORAILILIM

TArillN2005.



Pasal I

Sebagian ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun

2004 tentang Standarisasi Biaya Kegjatan, $perasionat Peilreliharaan,

Peirgadaan dan Honorarium Tahirn 2005 dan Peraturan Bupati Pati I'{omor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 16 Tahun

2004 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Operasional" Pemeliheruan,

Pengadaan dan Honorarium Tahun 2005, diubah sebagai berikut :

l. Lampiran Keputusan Bupati Pati Naaror 16 Tahun 2004 hataman 163

Romawi Muruf C Henorarium setelah angka 5 ditambah l anglia baru

yaitu angka 6 yang berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran

Psraturan ini.

2. Larnpiran Feratlrran Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2005 halaman 2 setelah

angka 4 ditambah 1 angka banr yaitu angka 5 berbunyi sebagaimana

tersebut dalarn I-ampiran Peraturan ini.

Pasal II

Ppraturan ini lnulai berlaku pada tanggal diundangkrrn.

Agar setiap oraftg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Fati.

Ditetapkan di Pati

padatanggal t 4gt#ea'r Zlral^

Diundangkan di Pati
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Lampiran : Peratrran Bupati Pati
Tanggal :

Nmror

STAHDARAI$A$I BIAYA KEGIATAH, OF ERASIOHAL, P EMELIHARAAH
PENSAFAAII OAN HOHSRAffUT'I TAHUH ?OO5

No Jenir Fekrerjaan Ferindan l{egi*rn Satuan
lndcks

]&onprarium
Kehrangan

Honorarlum

3. i{enyusun Karya ltmiah I lembar
4. pengawas UJlan I Jarn 4b'

t. Fejabat Pengadaan Barang ke,giatan

2. Pernegarq Kas 6aji hltan
3. Pernbantu Fe.rnegang Xas bu{an

4. Pengrw Baran$ butan
5. Upah/Honon Penditi perkegiatan dari fihakketiga :

OrangfJam

Orang/Jarn

Orang,rfiln

Orang/Etn

OranglStn

Orang,fBtn

x,5"000,-

11.CI00,-

100.000,-

100.000,-
50.0ff0,-

40.000,-

15.000,-

10.000,-

4S0.000,-

3?5.000,-

30o.000,-

375.00S,-

Ma}a 3S0 Jam lcrJa
Maks 70S jam kerja

- Peneliti
- Pernbantu Penetitl

6. llonorarlum $taf Ahli
- Tingkat Pasca Safiana
- Tingka SarJana

- Tingkat SarJana A{tda
- Tingkat Sekotah l&enengah Urnurn



URAIAN KEGIATAN

llarian yang rnelakr
kan perlatanan Sinas
Datam Negeri Bagi ;

a" Ketua/Wakil lc€tua
dan arygpta SFRD

b, Bupatt dan \{aki{
Bupati.

c. Pejabat/PblS
FmatlSaemh

a. Gdorqan lV np.
b. 6r{orEan lll np.
c. 6c*ongan ll Rp.

d. Gr{mgan I Rp.

e. l(ontrak / gir Rp.

?" Rata - rata {Jaterq dan DIY}

a" 6dorgan lV
b" Gdonga* lll
c" ft*wryan ll
d. Gdongan I

300.0m,- Rp.

260.000,- Rp.

??0.000,- Rp.

180.0fl0,- Rp.

150.00CI,- Rp.

450.*m,- Rp.

e00.ffi,- Rp.

150.ffi,- Rp.
1$0.0ff,- Rp.

80.CI00,- Rp.

10CI.0m,-
s0.m,-
60.000,-
50.0m,-
40.CI00.-

?00.0ffi,- Rp.

180.@,- Rp.

160.0CI0,^ Rp.

140.CIffi,- Rp.

120.000,- Rp.

1SS.000,- Rp.

150.000,- Rp.

120"00CI,- Rp.

80.0ffi,- Rp.

60"S00,- frp.

5S.000,- Rp.

4O.O00,- Rp,

30.00O,- Rp.

20.000,- Rp.
15.S00,- Rp.

35.000,- Rp.

?5.000,- Rp.

15"0ffi,- Rp.
{0.0ffi,- Rp.
10.000,- Rp"

50.ffi,-
40"000,-
30"s00,-
10.0m,-
15.m,-

35"m0,-
15.mCI,-
15.000,-
10.ffi),-
10.m0,,

$scara Lumpum seuual tanggat
rnetahanakan perJatanan dinas.

2. Btaya PerJalanan 0lnas bagl :
- K*fm, Wakit Ketm dan Anggota DpRn
dlsamalon dengan biaya PerJalanan
0inas Pegawal Neg*f $ipil TkA se$uai
Psaturan Pemerlntsh llonrm ?4 Tahun
2ffi4 tentans Kedudrd€n Protokder
dan KemrEan Plmpi*an dan Anggota
Seuran Perwakilan nahfiat Daerah.

- Bupati dan Wakil Bupa$ sffilai
Keputuran iienteri K*nralEan Repubtik
lrdoneda tlomorl Tahrltn 2ffi3
tentang Pfialarun Binas Dalarn Negeri
Bagl PeJabat Negara, Fegawai Neg*rl
Sipil dan Pegawai Hdak tetap

Rp.

RF.

Rp.

Rp.
e. lbntrak / @ir frS.

3. PerJal*nan Pergi-pularq sefiari
tebih dari 6 Jarn :

a.Gc*ortgan lV Rp.
b. Go{mqan lll Rp.
c. Solmgan ll Rp.
d, GotarEan I Rp.
e. Kontrak / Sir np.



e. Kontrak / @tr Rp. ?0.S00,-
Khffius fupir untuk pvja{anan
datam Fwah lkb. pati
a" Gdoqgan il RS. ?0.0ff,-
b. Gdongan I Rp. 1?.0ffi,_
c" Tenaga Hsfitrak Rp. 15.000,_

4- Perjaknan s*kilrang-kurrargnya
24 jam dergan Kapat lar,lUsungai
yarE dalam tarifnya telah mdiputi
biaya perqinapan.
a. Tanpa malan :

- A {Got.lY} Rp. 6CI.000,-
- B { Cd. ilt} Rp. iCI"Om,_-C(Gol.il) Rp. 40.0m,-
-D{601. t} Rp. 25.0m,_

b.0*rgan malran I
- A {Got.ty} Rp. 40.ffi,_
- I { cd. ffi} Rp" Jr"000,-
-C(Col.il) Rp. 30.0CI0,_
-S(Sot. t! Rp. ?s.o00,-

3. Uang transpot perg!-putaftg 
{pp}

bagi yarq mengtnap dlhyarkan
kepada:

a. PerJalanan luar pdau Jmam.
b. Perjalanan ke DKl, Jahar, Ja$rn.

Trarxpot pP dihlturq tersefldirl

4. Untuk PerJalanan Dlnas dnlarn Dasrah
menggunaknn s;tandart fq.Targ
dari 6 Jam.

5. PeJabat Eselon il,|il dan ly tidak
rnendapat per,Jalanan Dinas dalam daerah
dari pm Biaya Adminbtrmi Umum

6. Untuk melalcsanakan rapat/kegi-
atan taln bag pesenta daerah
yarE diharuskan mefiyettr kepada
Panitla Penyeterggara, tidak dl-
perhftungkan dengan biap perJa-
lan&n, tetapi dibayar m€{alui " Sia"
ya Rapaf 0inas masirq-maslng.

7. Untuk perjalanan dlnas ltelmr negeri
merrygunakan standart Ferneri ntah
Pmat sesuai { Suratilen,Ketr tanggat
3 Afil 1992 No. s-3{4/fiil(.S3/t9q2 }

PerJalanan Ferg putarg ldlari
lcrarq dari 6 Jarn
a,Gdorgan ly
b. Gdongan ill
c. Golongan ll
d. Gc*cnrgan I

RF. 5CI.0m,-
np. 4CI.ffi,-
Rp. 30.0m,-
Rp. 25.000,-



tlu Jenis Kegiatan Uraian t{egiatan
*rang / per hari

Keteranganlbukota Fropinsi Non lbulro,ta Propinsi
Fermalam Tidak Sermalarn Sermatam I Tidak Bernalann

5. Uarq Representasi

a" Ketua, Waklt Ketua,

Arqgota SfR0

b" Supati I Wakit &rpati

25S.000 125.000 ?00.000 100.000

300.m0 r50.ms 250.000 125.000

- Berdasarkan Keputusan l{anteri
Keuangan Republik lndonesia
No. 7 / XnnK. 0Z t 200t tarqgat
3 Januari 2003.

- Uang Representasl dlhrihn
untuk pwJatanan dinas t*blh
dari 6 Jam.
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